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ABSTRAK

CATATAN

dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan
kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan di daerah
dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung
jawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah
Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, sehingga perlu diganti. berdasarkan ketentuan Undang—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakir dengan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
membentuk Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7
Tahun 2003; UU. No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini terdiri atas pengelola Keuangan
Daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan
dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan
APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan
Utang Daerah, BLUD, penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, informasi
Keuangan Daerah dan pembinaan dan pengawasan.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-
Undang dan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan
kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Desember 2023



